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ABSRACT 

Transparency and accountability of regional finances are crucial elements of good governance. 

However, the level of mandatory disclosure in the Regional Government Financial Report (LKPD) 

has not yet reached 100%. One factor that can influence the level of disclosure is the level of 

regional dependence and independence in financial management. This study aims to examine the 

effect of regional dependence and independence on the level of mandatory disclosure in the LKPD, 

with audit opinion as a moderating variable. Audit opinion plays a crucial role in assessing the 

quality of financial reports and can strengthen or weaken the relationship between regional 

dependence and independence and LKPD disclosure. The research method used in this study was 

purposive sampling with a total sample of 136. The results show that regional independence has a 

significant positive effect, while the level of dependence does not directly affect disclosure. Audit 

opinion has been shown to moderate both relationships. This study is expected to provide academic 

contributions in the field of public sector accounting auditing and provide consideration for 

regional governments in improving regional financial transparency and accountability.. 
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PENDAHULUAN 

Dalam beberapa tahun terakhir, masih ditemukan berbagai permasalahan terkait Kualitas 

Laporan Pemerintah Daerah (LKPD) di Indonesia. Menurut data dari Badan Pemeriksa Keuangan 

(BPK) tahun 2022, masih terdapat 23 pemerintah daerah yang belum pernah meraih opini WTP 

(Wajar Tanpa Pengecualian) sejak pertama kali diaudit oleh BPK. UU Nomor 17 Tahun 2003 

tentang Keuangan Negara mewajibkan Presiden serta Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk 

menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD dalam bentuk laporan 

keuangan. Tujuan utama dari laporan keuangan ini adalah untuk membandingkan realisasi 

pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai 

kondisi keuangan, serta mengevaluasi efektivitas dan efisiensi kualitas pelaporan. Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang pengelolaan keuangan daerah menegaskan bahwa 

laporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi prinsip relevansi. Hal tersebut benar 

informasi yang disajikan harus mampu mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu 

mereka mengevaluasi periswa masa lalu atau saat ini, memprediksi masa depan, serta 

mengonfirmasi hasil evaluasi sebelumnya. Informasi yang relevan harus disajikan secara lengkap, 

mencakup semua data akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Setiap item 

informasi utama dalam laporan keuangan harus diungkapkan dengan jelas untuk mencegah 

kesalahpahaman dalam penggunaannya. Setiap pemerintah daerah diwajibkan mematuhi prinsip 

pengungkapan laporan keuangan secara lengkap (full disclosure) sesuai dengan Standar Akuntansi 

Pemerintahan (SAP). Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat 

ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan. 
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Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), pemerintah daerah (pemda) merupakan entitas 

pelaporan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi, seperti Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD), yang memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan sebagai bentuk 

pertanggungjawaban. Namun, tingkat pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah 

daerah belum sepenuhnya mencapai 100%. Menurut penelitian Utami dan Sulardi (2019) 

mengungkapkan bahwa rata – rata tingkat pengungkapan wajib pemerintah daerah di Indonesia 

tahun 2019 sebesar 60,42%. Sementara dalam penelitian Nur (2020) menyatakan bahwa rata – rata 

tingkat pengungkapan wajib 35 pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2015-2019 

sebesar 52,58%.   

Dalam penelitian Riska (2024) menemukan bahwa ketergantungan pemerintah daerah 

berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah 

daerah. Tetapi dalam penelitian Sasmita menemukan bahwa ketergantungan pemerintah tidak 

berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian Hiola dan Harum (2021), Kogoya et 

al. (2020) menemukan bahwa kemandirian daerah berpengaruh signifikan terhadap ngkat 

pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. 

Berdasarkan fenomena gap yang terjadi dan inkonsistensi mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi tingkat pengungkapan wajib LKPD, peneliti tertarik untuk menganalisis dan 

menguji ulang pengaruh karakteristik pemerintah daerah yang terdiri dari tingkat ketergantungan 

pemerintah daerah dan kemandirian daerah terhadap pengungkapan wajib dalam LKPD yang di 

persyaratkan dalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Perbedaan 

dalam penelitian ini yaitu dengan menambahkan unsur opini audit sebagai variabel moderasi yang 

diduga mempengaruhi karakteristik pemerintah daerah terhadap pengungkapan wajib pada LKPD 

serta Objek penelitian ini adalah LKPD pada 34 provinsi se-Indonesia yang telah diaudit oleh 

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, penelitian ini diarahkan untuk 

mengkaji pengaruh tingkat ketergantungan daerah terhadap tingkat pengungkapan wajib dalam 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada 34 provinsi di Indonesia. Selain itu, penelitian 

ini juga bertujuan untuk menganalisis pengaruh rasio kemandirian daerah terhadap tingkat 

pengungkapan wajib LKPD. Lebih lanjut, penelitian ini menempatkan opini audit sebagai variabel 

moderasi untuk menelaah apakah dan sejauh mana opini audit memperkuat atau memperlemah 

hubungan antara tingkat ketergantungan dan rasio kemandirian daerah dengan tingkat 

pengungkapan wajib LKPD pada pemerintah provinsi di Indonesia. 

 

STUDI LITERATUR 

Penelitian Terdahulu  

Untuk mendukung penelitian yang sedang dilakukan, peneliti harus menelaah, mengupas dan 

memberikan beberapa penelitian terdahulu. Dalam hal ini minimal 3 penelitian terdahulu yang 

mutakhir dengan maksimal 5 tahun ke belakang.  

 

Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  

Pengungkapan informasi dalam laporan keuangan terbagi menjadi dua jenis: pengungkapan wajib, 

yang diharuskan oleh standar akuntansi atau regulasi untuk memastikan transparansi dan 

akuntabilitas kepada pemangku kepentingan, dan pengungkapan sukarela, yang bersifat opsional 

untuk meningkatkan transparansi, reputasi, serta memberikan gambaran kinerja yang lebih lengkap. 

Dalam konteks pemerintah daerah di Indonesia, pengungkapan ini diatur oleh Standar Akuntansi 

Pemerintahan (SAP) berdasarkan Peraturan Pemerintah. Pemenuhan pengungkapan wajib sesuai 

SAP merupakan dasar, yang kemudian dapat diperluas dengan pengungkapan sukarela untuk 

menyajikan laporan keuangan yang lebih komprehensif dan memenuhi kebutuhan akuntabilitas 

serta pengelolaan keuangan daerah yang efektif bagi berbagai pihak, termasuk masyarakat. 

 

Pengaruh Tingkat Ketergantungan terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib LKPD  

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima 

uang oleh entitas pelaporan dari entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-

undangan, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 
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Pemerintahan. Pendapatan ini menjadi salah satu sumber dana bagi pemerintah daerah selain 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dan 

pelayanan publik. Pendapatan transfer tersebut diakui pada saat penerimaan kas masuk ke Rekening 

Kas Umum Daerah atau diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan entitas lain yang 

atas nama Bendahara Umum Daerah, sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengutamakan 

akurasi dan transparansi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.  

Pemerintah daerah menyusun laporannya berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 sebagai bentuk 

pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel terhadap penggunaan dana masyarakat, baik 

yang bersumber dari PAD maupun pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan daerah. 

Penelitian oleh Nur (2020) menyoroti karakteristik pemerintah daerah yang mencakup ukuran 

pemerintah daerah, kemandirian daerah, dan pendapatan transfer sebagai indikator penting dalam 

mengukur kemampuan dan kinerja pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangannya. 

Hal ini menegaskan pentingnya pendapatan transfer sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi 

kemandirian fiskal serta efektivitas pemerintah daerah dalam mengelola anggaran dan pelayanan 

publik. 

H1: Tingkat ketergantungan berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD 

 

Pengaruh Kemandirian Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib LKPD  

Aset pemerintah daerah sering dijadikan indikator kemakmuran pemerintah daerah. Semakin besar 

aset yang dimiliki maka akan semakin mudah bagi pemerintah daerah untuk menjalankan berbagai 

urusan dan kegiatan operasionalnya. Sebaliknya, jika aset yang dimiliki kecil pemerintah daerah 

akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan kegiatan operasional maupun pelayanan publik. 

Besarnya aset ini juga berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah karena aset yang 

memadai mencerminkan potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang lebih tinggi dan memberikan 

keleluasaan dalam memenuhi kewajiban serta pelayanan kepada masyarakat. 

Penelitian oleh Riska (2024) mengidentifikasi beberapa karakteristik pemerintah daerah seperti 

ukuran pemerintah daerah, umur administratif, leverage, ketergantungan daerah, dan belanja 

daerah sebagai ukuran dalam menilai kinerja daerah. Salah satu temuan penting adalah hubungan 

positif antara rasio kemandirian daerah dengan tingkat pengungkapan laporan keuangan. Semakin 

tinggi rasio kemandirian, pemerintah daerah cenderung meningkatkan atau memperluas 

pengungkapan informasi keuangannya, yang mencerminkan transparansi dan akuntabilitas yang 

lebih baik dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan 

publik dan mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif. 

H2: Kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD 

 

Pengaruh Opini Audit terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib LKPD  

Opini audit dalam penelitian ini berperan sebagai variabel moderasi yang diduga dapat memperkuat 

pengaruh tingkat ketergantungan daerah dan tingkat kemandirian daerah terhadap pengungkapan 

wajib dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang menerima opini audit 

wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion) cenderung melakukan pengungkapan wajib yang 

lebih banyak dan mendalam dibandingkan dengan pemerintah daerah yang menerima opini audit 

selain wajar tanpa pengecualian. Hal ini karena opini audit wajar tanpa pengecualian memberikan 

kepercayaan lebih besar terhadap kredibilitas laporan keuangan sehingga pemerintah daerah 

terdorong untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangannya. 

Penelitian oleh Putri  (2023) menunjukkan bahwa opini audit memiliki pengaruh positif signifikan 

terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Opini audit yang baik 

memberikan dorongan bagi pemerintah daerah untuk memperluas pengungkapan informasi 

keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan pemangku kepentingan. Dengan 

demikian opini audit tidak hanya menjadi indikator kualitas laporan keuangan, tetapi juga 

mempengaruhi perilaku pemerintah daerah dalam menyajikan laporan keuangan yang transparan 

dan akuntabel. Temuan ini menegaskan pentingnya peran opini audit dalam meningkatkan kualitas 

pelaporan keuangan di tingkat daerah. 

H3: Opini audit memoderasi pengaruh tingkat ketergantungan terhadap tingkaptpengungkapan 

wajib LKPD  
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H4: Opini audit memoderasi pengaruh tingkat kemandirian daerah terhaadap tingkap 

pengungkapan wajib LKPD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Kerangka Berfikir 

Sumber: Data diolah 2025 

 

METODE 

Metode tersebut merupakan informasi yang cukup bagi pembaca untuk mengikuti alur penelitian 

dengan baik sehingga pembaca yang akan mengkaji atau mengembangkan penelitian serupa 

memperoleh gambaran tentang langkah-langkah penelitian tersebut. Bagian ini, populasi dan 

sampel, variabel penelitian operasional, data yang digunakan (jenis dan sumber), teknik 

pengumpulan data, dan teknik analisis data (model analysis).  

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis pengaruh tingkat 

ketergantungan dan kemandirian daerah terhadap tingkat pengungkapan wajib Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah (LKPD) dengan opini audit sebagai variabel moderasi. Penelitian ini dilakukan 

di 34 provinsi di Indonesia, dengan data yang diperoleh dari laporan keuangan pemerintah daerah 

dan laporan audit BPK.  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah provinsi di Indonesia yang telah 

menyusun LKPD dan memperoleh opini audit dari BPK. Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan adalah purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut: Pemerintah daerah yang 

telah menerbitkan LKPD secara lengkap dalam periode penelitian. Sehingga sampel yang 

digunakan sebanyak 136 yang diperoleh dari 34 provinsi di Indonesia. Berdasarkan populasi 

sejumlah  Pemerintah daerah yang memiliki data opini audit dari BPK, Pemerintah daerah yang 

memiliki tingkat ketergantungan dan kemandirian fiskal yang dapat diukur berdasarkan laporan 

keuangan daerah. Seluruh data penelitian selanjutnya diolah menggunakan perangkat lunak statistik 

SPSS untuk menguji hubungan antar variable penelitian. 

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari tingkat pengungkapan LKPD, tingkat ketergantungan, 

rasio kemandirian, dan opini audit sebagai variabel moderasi. Tingkat pengungkapan LKPD diukur 

menggunakan rasio antara jumlah item yang diungkapkan dalam laporan keuangan dengan jumlah 

item yang seharusnya diungkapkan. Tingkat ketergantungan daerah dihitung sebagai rasio antara 

total pendapatan transfer yang diterima daerah dengan total pendapatan keseluruhan. Sementara 

itu, rasio kemandirian daerah diukur berdasarkan perbandingan antara total Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) dengan total pendapatan daerah. Opini audit sebagai variabel moderasi diberikan. 

 

Tingkat 

Ketergantungan (X1) 

Kemandirian Daerah 

(X2) 

Tingkat Pengungkapan 

wajib LKPD (Y) 

Opini Audit  (Z) 
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HASIL 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder menggunakan LKPD dan laporan 

audit oleh BPK. Berdasarkan hasil uji statistik yang telah dilakukan menggunakan SPSS 26, dapat 

dilihat hasil tersebut seperti pada tabel di bawah ini: 

Tabel 1 Hasil Analisis Statistik  

TP = 56,661 + 1,668 TK + 11,968 + ε 

Variabel Predictions Coefficient Sig. Hasil Penelitian 

Konstanta  56,661 0,000  

TK + 1,668 0,090 Tidak Terdukung 

KD + 11,968 0,000 Terdukung 

F-Stastistic 13.975 

Sig. (F-Statistic) 0,000 

Adj. R-Square 0,161 

Description: 

TK: Tingkat Ketergantungan, KD: Kemandirian Daerah, TP: Tingkat Pengungkapan Wajib 

LKPD 

Sumber: Data Olah Output SPSS 26, 2025 

 

Pengaruh Tingkat Ketergantungan terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib LKPD 

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa tingkat 

ketergantungan (X1) sebagai variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil penelitian 

melalui uji t yang diketahui bahwa tingkat kemandirian memiliki nilai signifikansi sebesar 0,090 > 

0,05 dan koefisien sebesar 1,668. Maka hipotesis pertama (H1) tidak didukung oleh data dalam 

penelitian ini, artinya tingkat ketergantungan tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan 

wajib LKPD. 

 

Pengaruh Kemandirian Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib LKPD  

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang digunakan dalam penelitia ini diperoleh hasil bahwa 

kemandirian daerah (X1) sebagai variabel independen memiliki pengaruh positif yang signifikan 

terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil penelitian 

melalui uji t yang diketahui bahwa kemandirian daerah memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 < 

0,05 dan koefisien sebesar 11,968. Maka hipotesis kedua (H2) didukung oleh data dalam penelitian 

ini, artinya kemandirian daerah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD. 

 

Hasil Uji Moderated Regression Analysis (MRA) dan Pengujian Hipotesis 

 Hasil uji Moderated Regression Analysis (MRA) menunjukkan apakah opini audit sebagai 

variabel moderasi mampu memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen 

(ketergantungan dan kemandirian) dengan pengungkapan LKPD sebagai dependen, ditunjukkan 

melalui koefisien regresi pada variabel interaksi (X*Z); jika koefisien (X*Z) signifikan (p-value < 

0.05) dan memiliki tanda tertentu, maka moderasi terjadi, sementara nilai koefisien variabel 

independen asli (X) dan moderasi (Z) menunjukkan pengaruh langsungnya, dengan pengambilan 

keputusan berdasarkan signifikansi (p-value) dan tanda koefisien (positif/negatif) untuk menerima 

atau menolak hipotesis. 

 

Tabel 2. Hasil Analisis Statistik 

TP = 63,011 + 1,978 TK + 8,066 KD – 6,064 OA + 1,002 TK*OA + 7,959 KD*OA + ε 

Variabel Predictions Coefficient Sig. Hasil Penelitian 

Konstanta  63,011 0,000  

TK  1,978 0,000 Terdukung  

KD  8,066 0,020 Terdukung 

OA  -6,064 0,000 Terdukung 
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TK*OA  1,002 0,029 Terdukung 

KD*OA  7,959 0,000 Terdukung 

F-Stastistic 33,838 

Sig. (F-Statistic) 0,000 

Adj. R-Square 0,999 

Description: 

TK: Tingkat Ketergantungan, KD: Kemandirian Daerah, TP: Tingkat Pengungkapan Wajib 

LKPD, OA: Opini Audit 

Sumber: Data Olah Output SPSS 26, 2026 

Pengaruh Opini Audit dalam Memoderasi Hubungan Tingkat Ketergantungan terhadap 

Tingkat Pengungkapan Wajib LKPD 

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa opini 

audit (M) sebagai variabel moderasi memiliki pengaruh positif yang signifikan dalam memoderasi 

hubungan tingkat ketergantungan (X1) terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD (Y). Hal ini 

dapat dibuktikan dengan hasil penelitian melalui uji MRA yang diketahui bahwa variabel interaksi 

memiliki nilai signifikansi sebesar 0,029 < 0,05 dan koefisien sebesar 1,002. Maka hipotesis yang 

diajukan didukung oleh data dalam penelitian ini, artinya opini audit memperkuat pengaruh tingkat 

ketergantungan terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD. 

 

Pengaruh Opini Audit dalam Memoderasi Hubungan Kemandirian Daerah terhadap 

Tingkat Pengungkapan Wajib LKPD 

Berdasarkan hasil uji MRA yang memperlihatkan nilai signifikansi 0,000 (< 0,05) dan koefisien 

regresi variabel interaksi sebesar 7,959, dapat disimpulkan bahwa opini audit terbukti memoderasi 

hubungan antara kemandirian daerah dan tingkat pengungkapan wajib LKPD secara signifikan 

dan positif. Nilai koefisien yang besar dan positif artinya pada daerah yang mendapatkan opini 

audit yang baik seperti (Wajar Tanpa Pengecualian/WTP) pengaruh kemandirian daerah terhadap 

pengungkapan wajib LKPD menjadi semakin kuat. 

 

PEMBAHASAN 

Pembahasan mengemukakan interpretasi hasil, pengembangan argumen dengan mengaitkan 

hasil, teori, dan pendapat, termasuk perbandingan dengan hasil penelitian sebelumnya. Penting juga 

untuk meningkatkan kemungkinan hasil penelitiannya memberikan kontribusi bagi pengembangan 

ilmu pengetahuan. Bagian ini tidak menulis ulang data hasil penelitian. 

Pengaruh Tingkat Ketergantungan terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib LKPD 

Secara empiris, temuan ini menginterpretasikan bahwa tingginya ketergantungan fiskal suatu 

daerah pada transfer pusat tidak serta merta berkorelasi positif dengan peningkatan kepatuhan 

dalam pengungkapan LKPD. Hasil ini bertolak belakang dengan ekspektasi teori principal-agent, 

yang mengasumsikan bahwa pihak pemberi dana (pemerintah pusat sebagai principal) memiliki 

kekuatan untuk memaksa dan memantau agen (pemerintah daerah) agar bertindak transparan, 

termasuk dalam pengungkapan laporan keuangan. Namun, dalam konteks ini, hubungan principal-

agent yang diharapkan tidak berjalan efektif. Ketergantungan yang tinggi justru tidak menghasilkan 

pengaruh signifikan terhadap transparansi, menunjukkan adanya kegagalan mekanisme 

pengawasan dalam hubungan keuangan pusat-daerah. 

Diperkuat oleh kenyataan bahwa mekanisme pengendalian dari pemerintah pusat seringkali tidak 

memadai dalam memantau dan mengawasi penggunaan dana perimbangan tersebut (Pramesti, 

2021). Tanpa adanya sistem pemantauan yang ketat dan konsekuensi yang jelas bagi daerah yang 

lalai, motivasi intrinsik daerah untuk meningkatkan transparansi fiskal melalui pengungkapan 

laporan keuangan yang lengkap dan tepat waktu menjadi sangat minim (Ventiarso & Firmansyah, 

2024). Daerah cenderung memandang dana transfer sebagai pendapatan yang tidak memerlukan 

pertanggungjawaban publik yang ketat, berbeda dengan PAD yang langsung bersumber dari 

masyarakat. Temuan ini konsisten dengan penelitian Pramesti (2021) yang juga menyoroti 

lemahnya sanksi integrasi sebagai penyebab rendahnya kepatuhan, namun bertentangan dengan 

penelitian lainnya yang mungkin menemukan pengaruh signifikan, sehingga menunjukkan bahwa 
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pemerintah daerah dan kebijakan pusat yang spesifik sangat mempengaruhi dinamika ini. 

Secara teoritis, temuan ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan ilmu akuntansi 

sektor publik, khususnya dalam memetakan ulang keterkaitan antara desentralisasi fiskal dan 

akuntabilitas. Penelitian ini mengindikasikan bahwa variabel struktural seperti ketergantungan 

fiskal tidak berdiri sendiri, melainkan harus dipahami dalam kerangka yang lebih luas yang 

melibatkan kekuatan mekanisme pengawasan, penegakan hukum, dan budaya akuntabilitas. 

Implikasinya, model teoritis ke depan perlu mengintegrasikan variabel moderating atau 

intervening, seperti efektivitas pengawasan pusat atau tekanan publik, untuk dapat lebih akurat 

menjelaskan fenomena kepatuhan pengungkapan LKPD. Pada tataran praktis, hasil ini menjadi 

sinyal bagi pembuat kebijakan untuk tidak hanya fokus pada besaran alokasi dana transfer, tetapi 

lebih kritis dalam membangun sistem insentif dan disinsentif yang mampu mendorong transparansi 

secara mandiri, sehingga transfer pusat dapat benar-benar menjadi instrumen untuk memacu 

akuntabilitas, bukan sekadar memenuhi kebutuhan fiskal jangka pendek. 

 

Pengaruh Kemandirian Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib LKPD 

Temuan yang menunjukkan pengaruh positif dan signifikan dari kemandirian daerah terhadap 

pengungkapan LKPD dapat diinterpretasikan melalui teori principal-agent. Dalam konteks ini, 

masyarakat berperan sebagai principal yang mempercayakan sumber dayanya (dalam bentuk pajak 

dan retribusi) kepada pemerintah daerah (agent). Besarnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) merupakan bukti nyata partisipasi finansial principal tersebut. Konsekuensinya, timbul 

tekanan akuntabilitas yang lebih kuat dan langsung. Pemerintah daerah merasa wajib untuk 

mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang diperoleh dari masyarakat dengan cara yang 

transparan, termasuk melalui pengungkapan LKPD yang komprehensif. Hal ini sejalan dengan 

pendapat Khoirunnisa & Eleonora Sofilda (2023) yang menyatakan bahwa PAD yang tinggi tidak 

hanya sekadar indikator kemandirian, tetapi juga menjadi pemicu tata kelola yang transparan. 

Dengan demikian, kemandirian finansial menciptakan sebuah siklus pendanaan yang berasal dari 

masyarakat memunculkan tuntutan akuntabilitas, yang kemudian dipenuhi pemerintah dengan 

pengungkapan yang baik, yang pada akhirnya memperkuat legitimasi dan kepercayaan publik. 

 

Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya seperti Khoirunnisa & Eleonora Sofilda (2023) 

yang menekankan hubungan antara PAD dan transparansi. Hasil ini memperkuat argumen bahwa 

sumber pendanaan sangat menentukan perilaku akuntabilitas entitas pemerintah. Kontribusi utama 

penelitian ini terhadap pengembangan ilmu pengetahuan terletak pada keberhasilannya dalam 

memberikan bukti empiris yang konkret tentang mekanisme principal-agent yang sehat dalam 

konteks pemerintahan daerah. Jika pada hubungan pusat-daerah (dalam variabel ketergantungan) 

mekanisme  Temuan ini membuka jalan bagi penelitian selanjutnya untuk mengeksplorasi variabel-

variabel mediasi, seperti tekanan politik dari masyarakat atau peran media lokal, yang dapat 

memperjelas jalur kausal antara kemandirian fiskal dan peningkatan transparansi keuangan daerah. 

 

Pengaruh Opini Audit dalam Memoderasi Hubungan Tingkat Ketergantungan terhadap 

Tingkat Pengungkapan Wajib LKPD 

Berdasarkan hasil pengujian MRA pada Tabel 2, variabel interaksi tingkat ketergantungan dan 

opini audit (TK*OA) memiliki koefisien positif sebesar 1,002 dengan nilai signifikansi 0,029 (< 

0,05). Hasil ini menunjukkan bahwa opini audit secara signifikan memperkuat pengaruh tingkat 

ketergantungan terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD. Dengan demikian, meskipun tingkat 

ketergantungan tidak berpengaruh secara langsung, keberadaan opini audit mampu mengubah 

hubungan tersebut menjadi signifikan dan positif. Secara empiris, temuan ini mengindikasikan 

bahwa pemerintah daerah dengan ketergantungan tinggi pada dana transfer pusat cenderung 

meningkatkan pengungkapan wajib ketika memperoleh opini audit yang baik. Opini audit, 

khususnya Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), mendorong pemerintah daerah untuk menunjukkan 

transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana perimbangan melalui pemenuhan ketentuan 

pengungkapan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan. 

 

Opini audit berfungsi sebagai mekanisme pengawasan eksternal yang efektif dalam mendorong 
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kepatuhan pelaporan. Daerah yang bergantung pada dana pusat menghadapi tekanan reputasi yang 

lebih besar, sehingga opini audit menjadi sinyal penting untuk menjaga legitimasi dan kepercayaan 

pemerintah pusat serta masyarakat. Hal ini tercermin dari meningkatnya tingkat pengungkapan 

wajib LKPD pada daerah dengan tingkat ketergantungan tinggi dan opini audit yang baik. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian Ventiarso (2024) yang menunjukkan bahwa opini audit 

berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan wajib LKPD. 

 

Pengaruh Opini Audit dalam Memoderasi Hubungan Kemandirian Daerah terhadap 

Tingkat Pengungkapan Wajib LKPD 

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 2 diketahui bahwa opini audit memiliki pengaruh positif 

terhadap kemandirian daerah terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD. 

Hal ini terjadi karena opini audit berfungsi sebagai alat legitimasi yang memaksa daerah untuk 

lebih transparan. Sebuah opini baik dari auditor eksternal menciptakan tekanan normatif dan 

institusional bagi pemerintah daerah untuk mematuhi seluruh standar pengungkapan, bagi daerah 

dengan kemandirian rendah yang mungkin memiliki sumber daya terbatas untuk menyusun 

laporan. Dengan kata lain, opini audit yang baik tidak melemahkan, tetapi justru memperkuat 

motivasi suatu daerah yang sudah memiliki semangat kemandirian untuk menunjukkan 

akuntabilitasnya melalui pengungkapan yang lengkap, sehingga praktik terbaik dalam penyajian 

LKPD dapat diwujudkan (Anggara & Cheisviyanny, 2020). 

KESIMPULAN 

Pemerintah daerah disarankan untuk terus meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena berdasarkan hasil uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa 

kemandirian daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan secara langsung terhadap tingkat 

pengungkapan wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Di sisi lain, tingkat 

ketergantungan fiskal pada transfer pusat tidak terbukti memiliki pengaruh langsung yang 

signifikan terhadap pengungkapan wajib LKPD. Berdasarkan uji MRA diperoleh hasil opini audit 

berhasil berperan sebagai variabel pemoderasi yang signifikan. Opini audit tidak hanya 

memperkuat pengaruh positif antara kemandirian daerah dan pengungkapan LKPD, tetapi juga 

mampu memoderasi hubungan tingkat ketergantungan sehingga menjadi signifikan dan positif. 

Oleh karena itu, Badan Pemeriksa Keuangan diharapkan dapat terus melanjutkan dan memperkuat 

perannya dalam meningkatkan kualitas opini audit sebagai instrumen penguatan akuntabilitas dan 

transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah. 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui. Pertama, penelitian ini berfokus 

pada variabel tingkat ketergantungan, kemandirian daerah, dan opini audit, sehingga mengabaikan 

faktor-faktor potensial lain yang mungkin mempengaruhi tingkat pengungkapan LKPD, seperti 

kompetensi sumber daya manusia, sistem teknologi informasi, atau tekanan masyarakat sipil. 

Kedua, ruang lingkup penelitian yang hanya menggunakan data dari satu periode tertentu sehingga 

tidak sepenuhnya menangkap dinamika perubahan dalam perilaku pengungkapan dari waktu ke 

waktu. Oleh karena itu, generalisasi temuan harus dilakukan dengan hati-hati. Keterbatasan ini 

membuka peluang untuk penelitian di masa depan dengan menambahkan variabel lain dan 

menggunakan pendekatan longitudinal untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif 

dan dinamis. 
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